







































































































































































































































































yang khusus berlaku di kecamatan Samadua yaitu bagi anak atau pado
anak. Bagi hasil dilakukan di sawah saat menjelang panen, caranya sama
dengan bagi hasil balah batang hanya saja pada bagi anak atau pado
anak ini dikeluarkan ongkos-ongkos berupa sewa kerbau, bibit dan
keseluruhan biaya selama penggarapan sawah. Dengan kata lain, bagi
anak atau pado anak ini merupakan kombinasi antara sistem bagi hasil
balah batang dengan sistem mawah.

2. Bidang Peternakan.

Kawasan Aceh Selatan secara umum sangat potensial untuk me-
ngembangkan usaha peternakan, baik untuk peternakan besar maupun
peternakan kecil. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya areal yang
dapat digunakan menjadi padang pengembalaan dan hijauan makanan
ternak. Karena ketiadaan pakan ternak yang memadai, maka peternakan
di Aceh Selatan tidak berkembang dengan baik. Namun demikian, tidak
adanya peternakan besar bukan berarti usaha peternakan itu sendiri
kurang marak. Adanya pemilik mempunyai ternak lebih dari 10 ekor
merupakan bukti bahwa masyarakat menjadikan usaha ternak sebagai
usaha serius untuk menambah penghasilan keluarga.

Di samping memelihara sendiri ternak mereka, ada juga yang me-
nyerahkannya kepada pihak lain baik dari kalangan keluarga sendiri atau
seseorang yang dipercayai dapat memelihara ternak tersebut hingga
berkembang biak. Penyerahan ternak untuk dipelihara oleh orang lain
dan diadakan bagi hasil dari anak pinak ternak itu dikenal dengan istilah
mawah.

Ternak yang di mawah pada umumnya adalah kabau (kerbau), kam-
biang (kambing), sedangkan ayom (ayam) dan itiek (itik) jarang di mawah
sebab biasanya hanya dipelihara sekedar konsumsi keluarga, lagi pula
tempat pemeliharaan dan makanannya mudah disediakan tanpa perlu
membawa kepadang gembalaan atau mencari rumput-rumputan
sebagaimana kerbau dan kambing.

Pada mawah ini ada beberapa bentuk bagi hasil, pertama pemilik
menyerahkan kabau batino atau kambiang batino (kerbau betina atau
kambing betina) kepada pemelihara. Diserahkan jenis kelamin betina
bertujuan bahwa hewan itu dapat beranak-pinak dan mencari sendiri
pejantan-nya. Dengan demikian pemilik tidak perlu menyerahkan
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sepasang hewan jantan dan betina untuk dipelihara. Ketika batas
perjanjian bagi hasil mawah itu berakhir anak-pinak dari kerbau atau
kambing yang dipelihara tersebut akan di bagi dua sedangkan induknya
tetap merupakan milik si empunya. Cara pembagian ini seperti diung-
kapkan oleh informan ibu Zahara Yahya (74 tahun) sebagai berikut :

“Kito punyo kabau atau kambieng batino diagih ka urang lain dapek

anak duo ikue, masing-masing satu saurang kalau kaduonyo kabau
batino. Bilo kabaunyo satu batino satu jantan, dicalik kabau apo
yang maha, bilo kabau jantan yang maha maka kabau jantan diagih
untuk yang punyo”.

(kita punya kerbau atau kambing betina dipelihara oleh orang lain
dan mendapat anak dua ekor, masing-masing mendapat satu ekor
kalau keduanya betina. Bila kerbaunya satu betina dan satu jantan,
dilihat kerbau mana yang lebih mahal, kalau kerbau jantan yang
mahal maka kerbau jantan itu diberikan untuk yang empunya).

Berdasarkan data di atas, seandainya kerbau atau kambing itu
memiliki dua ekor anak yang sama-sama betina atau sama-sama jantan
maka untuk pemilik satu dan pemelihara satu, bila diantara dua ekor
anak kerbau atau kambing itu tidak sama besar, maka hewan yang besar
tersebut untuk pemilik. Namun apabila seekor jantan dan seekornya lagi
betina dilihat mana yang lebih mahal, seandainya jantan yang mahal,
maka jantan tersebut untuk pemilik sedangkan yang betina untuk si
pemelihara begitu pula sebaliknya. Kalau anak kerbau atau kambing
hanya satu, maka merupakan milik bersama, pembagian hasil dilakukan
dengan cara menjual hewan itu, hasil dari penjualan baru di bagi dua.

Pada bentuk lain —walaupun jarang dijumpai— pemilik menyerah-
kan kerbau atau kambing jantan kepada pemelihara. Pada waktu kerbau
tersebut diserahkan mereka menghitung berapa harga hewan tersebut.
Sewaktu kerbau sudah besar dan dijual maka sisa harga sesudah diku-
rangi harga dasar dahulu dibagi antara pemilik dan pemelihara.

Pada bentuk yang terakhir pembagian untuk mawah hewan jantan
atau hewan betina tanpa anak dibagi setelah dijual, di mana uang penjual-
an untuk pemilik rigo kaki (tiga kaki) dan pemelihara mendapat sakaki
(satu kaki). Misalnya, harga seekor kerbau jantan Rp. 1.000.000,- maka

bagian pemilik mendapat Rp. 750.000,- dan pemelihara Rp. 250.000,-
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Bagi hasil tigo kaki dan sakaki tidak mutlak, bisa jadi antara pemilik
dan pemelihara sama-sama mendapat duo kaki (dua kaki) seperti
keterangan di atas, bagi hasil semacam ini tergantung dengan perjanjian
awai (perjanjian semula).

Dalam mawah hewan ternak ini, selain bagi hasil juga ada konse-
kwensi lain apabila hewan mawah itu mati. Ada tidaknya ganti rugi
tergantung dalam keadaan bagaimana hewan itu mati. Jika mati diterkam
harimau akan dilihat apakah karena kurang terurus atau kandangnya
dibiarkan tidak diperbaiki sehingga memungkinkan binatang buas me-
mangsanya. Apabila dibunuh atau ditetak pemelihara dipertanyakan
mengenai pengawasan terhadap hewan tersebut sampai hewan itu
berkeliaran merusak tanaman orang sehingga menimbulkan kemarahan
dan dibunuh, jika setelah diselidiki pemelihara bersalah, maka harus
diganti rugi. Demikian juga apabila mati dalam keadaan kurus berarti
tidak dirawat dan diberi makan dengan baik. Ganti rugi ditetapkan sebesar
harga hewan yang mati setelah ditaksir oleh pemilik. Kematian hewan
di luar disebutkan tadi, kandang telah diperbaiki, pengawasan dan
pemeliharaan baik, tetapi mati dimangsa hewan buas atau dibunuh, ganti
rugi tidak diberlakukan di sini karena dianggap merupakan kehendak
dari Yang Maha Kuasa. Begitu pula jika kematian hewan tersebut dalam
keadaan gemuk berarti ada hal tertentu di lnar kemampuan manusia untuk
mengharapkan hewan tersebut memberi hasil.

3. Bidang Perikanan

Mencari ikan merupakan mata pencaharian hidup makhluk manusia
yang amat tua selain berburu dan meramu. Dibandingkan dengan ber-
buru, mata pencaharian nelayan lebih banyak bergantung kepada perkem-
bangan tekhnologi. Kecuali alat-alat menangkap ikan, nelayan juga
membutuhkan perahu dengan segala peralatannya untuk melajukan dan
mengemudikannya. Karena nelayan amat tergantung kepada laut, ia juga
amat tergantung kepada perahu. Kalau perahu menangkap ikan itu kecil,
maka mereka hanya dapat berlayar dekat pantai, dan kesempatan men-
cari ikan sebanyak mungkin menjadi terbatas.

Para nelayan biasanya berusaha keras untuk dapat membeli perahu
besar yang dikemudikan empat hingga lima orang. Dengan perahu besar
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semacam itu mereka dapat berlayar lebih jauh, mungkin sampai 7-8 Km.
Perahu-perahu itu dikemudikan sendiri dengan awaknya berupa anak-
anak mereka sendiri, atau kaum kerabat yang lain, tetapi ada juga yang
bukan kerabat.

Di samping perahu-perahu dan peralatan penangkapan dioperasikan
sendiri, ada juga yang diberikan kepada nelayan pekerja lainnya oleh
toke (pemilik) perahu. Hal semacam ini terjadi apabila toke perahu
mempunyai perahu lebih dari satu atau toke itu mata pencaharian
pokoknya bukan nelayan, namun mempunyai modal untuk menyediakan
perahu beserta peralatan penangkapan.

Sistem upah yang mereka pakai biasanya berupa sistem bagi hasil.
Cara pembagian penangkapan antara foke pemilik perahu atau pukat
dengan nelayan pekerja tidak ditentukan dalam bentuk upah atau gaji
harian maupun bulanan. Besarnya pendapatan nelayan ditentukan oleh
sedikit banyaknya hasil yang diperoleh dari usaha-usaha penangkapan
ikan. Pembagian hasil juga tergantung pada jenis perahu atau alat penang-
kapan.

Di wilayah Aceh Selatan dikenal beberapa alat penangkapan seperti
pukek cincin (pukat langgar), bagan atau unjam, boat katrol, pukek laut
(pukat laut), pukek darat (pukat darat), biduak (perahu), sampan kai
(sampan Kkail).

Untuk pukek cincin (pukat langgar), toke menyediakan pukat dan
peralatan serta modal kerja. Cara bagi hasil yang berlaku pada alat
penangkapan ini yaitu hasil kotor dipotong modal awal, di bagi 5 persen
untuk hak pawang hasil bersih dari potongan tersebut di bagi dua antara
toke dan nelayan pekerja. Bagian untuk nelayan tadi di bagi lagi dengan
jumlah nelayan pekerja itu. Misalnya,
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4.

Jumlah nelayan pekerja 8 orang

Penghasilan kotor dalam | hari = Rp.  2.000.000,-
Potongan-potongan :
a. Biaya makan = a. Rp. 1.000,- = Rp. 8.000,-
b. Olie, solar, minyak = Rp. 10.000,-
c. Perawatan pukat = Rp. 25.000,-
d. Biaya pengangkutan dan
" pengawetan (es) = Rp. 100.000,-
Sisa Rp. 1.858.000,-

Sisa yang Rp. 1.858.000 di bagi 5% untuk pawang, menjadi Rp.
92.900,- (sisa Rp. 1.765.100,-).

Sisa Rp. 1.765.100 di bagi dua (untuk toke dan awak pukat), men-
jadi Rp. 882.550,-

Bagian awak pukat Rp. 882.550 : 8 = Rp. 110.318,75

Jadi masing-masing awak pukat memperoleh gaji sebesar Rp. 110.318,75
Sedangkan untuk pawang yang juga termasuk awak pukat mendapat
sebesar, Rp. 92.900 + 110.318,75 = Rp. 203.218,75.

Pembagian hasil untuk alat penangkapan bagan dan unjam yaitu

penarik memperoleh 15 persen dan lampu 15 persen dari hasil kotor.
Sisa 65 persen dibagi untuk pawang sebesar 5 persen. Hasil bersih dari
pembagian tersebut di bagi dua antara pemilik bagan dan nelayan anggota.
Bagian nelayan anggota bagan di bagi rata sejumlah anggota tersebut.
Misalnya,

Penghasilan kotor bagan | Hari = Rp. 2.000.000

Potongan-potongan :

a. Bagian penarik 5 % = Rp. 100.000
b. Bagian lampu 5% = Rp. 100.000
Sisa Rp. 1.800.000

Sisa 90% (Rp. 1.800.000) di bagi 5% untuk pawang menjadi = Rp.
90.000,-
Rp. 1.800.000 — Rp. 90.000,- = Rp.1.710.000,-
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Hasil bersih Rp. 1.710.000 : 2 = Rp. 855.000,-
Pemilik bagan memperoleh Rp. 855.000,-

6. Nelayan anggota bagan dibagi rata sebanyak jumlah mereka (8
orang) menjadi, Rp. 855.000 : 8 = Rp. 106.875,-

Pembagian hasil untuk alat penangkapan pukek darat dan pukek
laut (pukat darat dan pukat laut), dibagi dua antara pemilik dan nelayan
setelah dipotong modal awal. Parohan pertama dibagi atas empat bagian
dan seperempat dari parohan tersebut adalah hak pawang dan tiga
perempat lagi adalah bagian yang memiliki perahu, pukat atau foke. Pem-
bagian parohan pertama disebut dengan istilah harkat sakaja. Berarti
parohan pertama terdiri atas empat kaja. Satu kaja hak pawang dan tiga
kaja hak pemilik pukat. Sedangkan parohan kedua dibagi-bagikan kepada
awak pukat dengan terlebih dahulu ditarik 5% untuk diberikan kepada
orang yang melakukan perawatan dan pemeliharaan pukat.

Alat penangkapan berupa boat katrol cara bagi hasil yaitu dua bagian
untuk boat katrol dan satu bagian untuk pemilik unjam. Sedangkan untuk
alat penangkapan yang disebut biduak (perahu) bagi hasil dari perolehan
ikan dilakukan dengan cara 10% untuk pemilik perahu ditambah dengan
ikan makan untuk hari itu dan sisanya menjadi milik nelayan. Bagi hasil
untuk jenis yang disebut sampan kai (sampan kail), nelayan hanya mem-
berikan lauk makan saja untuk pemilik sampan yang dibawa melaut.

w s

C. Peran Sistem Bagi Hasil Tradisional Pada Masyarakat.

Antropologi adalah ilmu tentang manusia sehingga amatlah tepat
untuk memahami perilaku manusia dalam masyarakat sehari-hari. Dalam
kehidupan kesehariannya, manusia telah menciptakan seperangkat nilai-
nilai yang mewarnai seluruh sendi-sendi kehidupannya. Nilai-nilai
direfleksikan dalam aturan-aturan, ide-ide, dan sebagainya, yang akhirya
membantu manusia agar tetap survive.

Pada uraian di muka, telah disinggung mengenai sistim bagi hasil
tradisional dengan berbagai konsekuensi dan cara pembagian hasilnya.
Dari penelitian ini, tampak bahwa sistem bagi hasil tradisional merupakan
salah satu cara agar manusia tetap survive, utamanya golongan ekonomi
lemah. Walaupun zaman dahulu mereka mempunyai lahan pertanian yang
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luas, mereka tetap melakukan cara-cara seperti itu. Hal ini menunjukkan
bahwa mereka mempunyai nilai-nilai budaya tertentu yang mereka anut.

Ikatan komunalisme yang masih kuat mengakar dalam masyarakat
membuat sistem bagi hasil tradisional dapat terus berkembang dan
bertahan. Perasaan senasib sepenanggungan direfleksikan melalui sistem
gotong royong di bidang pertanian, perikanan dan kemasyarakatan. Hal
ini tampak jelas dari keterikatan setiap warga dalam kerjasama saling
membantu meringankan beban, misalnya orang mempunyai lahan
pertanian luas memberi sebagian lahan kepada orang lain untuk digarap
dan membagi hasil pertanian. Solidaritas ini tampak pada hasil penelitian
ini seperti yang dikemukakan oleh Mauss dengan apa yang disebut
“Reciprocal gift” (Malinowski, 1969:61) atau resiproksitas pemberian
saling memberi dan saling menerima. Dapatlah dikatakan bahwa tindakan
mereka berdasarkan atas nilai-nilai religius, etik dan sosial.

Pada masyarakat di pedesaan sistem bagi hasil tradisional mem-
punyai arti penting dalam kehidupan masyarakat karena sistem ini dapat
meringankan beban bagi masyarakat yang kurang mampu. Dalam masya-
rakat yang hidupnya kurang mampu, maka peranan sistem ini menjadi
tumpuan masyarakat. Lebih-lebih orang yang tinggal di pedesaan yang
kehidupannya satu dengan yang lain hampir sama tingkat kehidupannya,
. maka sistem ini dapat meringankan beban mereka.

Karenanya, dalam sistem bagi hasil tradisional ini agak bersifat
tidak ekstrem . Perjanjian sistem bagi hasil hanya didasarkan pada rasa
saling percaya, tidak ada ketentuan-ketentuan yang terlalu mengikat.
Kalaupun ada terjadi masalah maka diadakan musyawarah dalam
penyelesaiannya. Penyelesaian masalah yang dihasilkanpun hendaknya
diambil hasil yang terbaik, dan diusahakan tidak merugikan kedua belah
pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Berbeda dengan sistem perjanjian modern, sistem bagi hasil
tradisional memang amat cocok untuk diterapkan di daerah pedesaan.
Setiap warga yang tidak mampu dapat terlibat di dalam. Pola hubungan
antara petani pemilik dan penggarap yang bersifat kekeluargaan amat
membantu warga kurang mampu untuk ikut menikmati hasil pertanian.
Walaupun hasil pertanian tersebut di bagi dua, tetapi hasilnya tentu lebih
besar seandainya dia bekerja sebagai buruh tani.
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Apalagi saat ini, dengan semakin banyak penduduk, pemilikan lahan
pertanian makin menyempit. Saat ini, makin banyak anggota masyarakat
yang tidak mempunyai lahan pertanian ataupun pekerjaan. Kondisi
menyebabkan banyak petani mempunyai penghasilan rendah. Rendahnya
pendapatan akan mempengaruhi kondisi sosial ekonominya.
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BAB V
- PENUTUP

Seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, masyarakat etnis Aceh
dan Aneuk Jamee tergolong masyarakat agraris. Sebagian besar mereka
hidup dengan mata pencaharian pokok pertanian. Dalam kehidupan sosial
budaya sehari-hari, mereka mempunyai warisan budaya yang berasal
dari generasi sebelumnya. Salah satu warisan budaya tersebut adalah
sistem bagi hasil tradisional. Sistem ini dibutuhkan oleh masyarakat
karena adanya suatu “tuntutan” dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
agar tetap survive. Hal ini berkaitan erat dengan sistem ekonomi dan
hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Walaupun sistem ekonomi modern mulai merambah seantero dan
membawa dampak pada kehidupan masyarakat, tampaknya sistem bagi
hasil tradisional memiliki banyak segi positifnya. Salah satunya adalah
membantu masyarakat yang lemah. Dengan demikian, pola sistem bagi
hasil tradisional mempunyai prospek untuk dikembangkan lebih lanjut.
Sifat praktis dan tidak bertele-tele sangat membantu kaum lemah untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Pola kemitraan antara pihak yang kuat
dengan lemah adalah salah satu jawaban yang selama ini dirasakan
pemerintah dalam mengangkat kaum lemah.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 2
tahun 1960 yang menyangkut perjanjian bagi hasil tentang tanah dan
juga Undang-Undang No. 6 tahun 1967 yang mengatur tentang
- peternakan, namun demikian pelaksanaan kedua undang-undang tersebut
harus lebih disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Selama ini sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya
berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur menurut adat. Hal ini
dilakukan karena bukan mustahil di masa depan sistem ini dapat pula
masalah. Adanya penerapan Undang-undang tersebut diharapkan sistem
perjanjian bagi hasil tradisional menjadi lebih kuat di mata hukum yang
berlaku. o
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Manager UD. Hasil Laut Ubena Daya
Susoh

Muslim

50 Tahun

Petani / Keujrun Blang
Desa Gadang Samadua

Safii

48 Tahun

Panglima Laot

Lhok Bengkuang Tapaktuan




14.

15

16.

e

Nama
Umur

Pekerjaan :

Alamat

Nama
Umur

Pekerjaan :

Alamat

Nama
Umur

Pekerjaan :

Alamat

Samsuddin

66 Tahun

Nelayan

Meunasah Tuha Peukan Bada

Imma

27 Tahun

Nelayan

Meunasah Tuha Peukan Bada

Zahara Binti Yahya

74 Tahun

Pensiunan Guru Min
Desa Gadang Samadua
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